BAB V
PENUTUP

5.1. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat
menyimpulkan bahwa:

a) Hak milik atas tanah bersertifikat yang berasal dari tanah adat pada
masyarakat hukum adat Kebirangga tetap menjadi hak mosalaki dan
masyarakat hukum adat kebirangga status sebagai penggarap atau
pengelolah walaupun dalam sertifikat hak milik atas nama masing-
masing.

b) Kekuatan Hukum dari sertifikat hak milik atas tanah pada Masyarakat
Hukum Adat yaitu masih lemah tapi diakui sebagai bukti hak milik oleh
undang-undang, namun masih lebih kuat ketentuan Hukum adat yang
berlaku bagi pemilik dan pembuktian dari masyarakat adat secara khusus

pada masyarakat Hukum adat Kebirangga.

5.2. SARAN
Berdasarkan kesimpulan diatas maka, memberikan saran sebagai berikut:
a) Masyarakat Hukum Adat Kebirangga agar tetap mempertahankan Tanah
adat sebagai hak bersama dibawa kekuasaan Mosalaki sebagai kepala adat
berdasarkan hukum adat,walaupun tanah adat telah disertifikat sehingga

hukum adatnya tidak hilang sampai kapanpun.
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b) Kepada Pemerintahan Kabupaten Ende Khususnya Badan Pertanahan
Nasional sebaiknnya tidak boleh melakukan pendaftaran tanah pada
masyarakat hukum adat Kebirangga, karena tanah adat kebirangga
merupakan tanah ulayat yang dimana tanah ulayat bukan bagian dari

objek pendaftaran tanah.
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